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1. Pengelolaan jaminan BPJS ketenagakerjaan sebagai warisan

Di setiap kota, Pengelolaan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan
sebagai warisan, memiliki status kebijakannya masing-masing. Dalam upaya
melindungi hak-hak peserta BPJS ketenagakerjaan, setiap cabang kota kerap
membayar secara langsung. Cabang BPJS Ketenagakerjaan disetiap kota
mengikuti proses penyelesaian klaim ywa seperti di seluruh Indonesia.
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2. Status hukum warisan jaminan kematian (JKM) BPJS ketenagakerjaan

perspektif magashid syariah (Imam Asy-Satibi)

Imam al Syatibi menetapkan syarat kemaslahatan antara lain,



kemaslahatan hendaknya bersifat logis serta ada hubungannya secara global
dengan tujuan syariahdan berada pada level dharuriyyah, hajiyyah atau
tahsiniyyah. Dalam masalah pemberian dan penerimaan warisan kerabat non
muslim terdapat kemaslahatan yang bersifat daruriy, yakni berkaitan dengan
antara lain:

a. Hifz ad-din (Memelihara agama)

b. Hifzan-nasab (memelihara keturunan)

c. Hifz al-mal (memelihara harta)
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